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Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 12/P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 

Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.30/Menhut-II/2014; Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014; Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014; dan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-

II/2014, ketentuan tersebut yang mengatur penggantian 

nilai tegakan dinyatakan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya 

menjadi tidak sah dan tidak berlaku umum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Pembatalan Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran 

Penggantian Nilai Tegakan; 
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Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 140); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5506); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 
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